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ABSTRAK:

CATATAN :

Bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang
timbul akibat perbuatan melanggar hukum dana tau kelalaian yang dilakukan
oleh Bendahara, PNS bukan bendahara atau pihak ketiga, yang karena
perbuatannya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti
kerugian daerah.
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